PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2023

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Unda.ng-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kepala
Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir;

b. bahwa Laporan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun Anggaran 2022 telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan
Provinsi Sumatera Selatan dan telah diserahkan hasil
pemeriksaannya kepada Pemerintah Daerah Kota

Lubuklinggau;

c. bahwa...

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2022;

—

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan

Mengingat

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

6. Peraturan
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

11 Paratiiran
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12.

13.

14

15.

16.
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781),

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Lubuk
Linggau Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 6);

18. Peraturan
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18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
DAN
WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud

dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.

S. Dewan
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau,
selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai  unsur penyelenggara
pemerintahan daerah di Kota Lubuk Linggau.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan yang
selanjutnya disebut SILPA adalah selisih antara
surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan.

8. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disebut SAL
adalah akumulasi SILPA/SIKPA tahun anggaran yang lalu
dan tahun anggaran yang besangkutan setelah ditutup,
ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah
Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau.

10. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal
adalah Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau.

BAB 11
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan memuat:
a. laporan realisasi anggaran,;
b. laporan perubahan SAL;
c. laporan operasional;
d. laporan perubahan ekuitas;
€. neraca;
f. laporan arus kas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan
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(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan laporan kin

erja dan ikhtisar laporan

keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 1.060.499.402.627,54
b. Belanja Rp. 1.162.820.849.448,20
Surplus/defisit (Rp. 102.321.446.820,66)

c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 133.446.731.405,00
- Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan Netto Rp. 133.446.731.405,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 sebagai berikut :
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

(Rp30.013.447.938,46) dengan rincian sebagai beriknt-

a. Anggaran pendapatan setelah
Perubahan Rp. 1.090.512.850.566,00
b. Realisasi Rp. 1.060.499.402.627,54
Selisih lebih/(kurang) (Rp.  30.013.447.938,46)

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
(Rp61.138.732.522,80) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah
perubahan Rp. 1.223.959,581.971,00
b. Realisasi Rp. 1.162.820.849.448,20

Selisih lebih/(kurang)

(Rp.  61.138.732.522,80)

3. Selisih
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3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 31.125.284.584,34 dengan rincian sebagai berikut:
a. Surplus/defisit setelah
perubahan (Rp. 133.446.731.405,00)
b. Realisasi (Rp. 102.321.446.820,66)
Selisih lebih/(kurang) Rp. 31.125.284.584,34

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah (Rp0,17) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 133.446.731.405,00
b. Realisasi Rp. 133.446.731.404,83
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 0,17)

5. Selisih  anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai
berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 0,00
b. Realisasi Rp. 0,00
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 0,00)

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah (Rp0,17) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 133.446.731.405,00

b. Realisasi Rp. 133.446.731.404,83

Selisih iebih/(kurang) (Rp. 0,17)
Pasal 5

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. SAL
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a. SAL Awal Rp. 27.978.178.704,83
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun
berjalan Rp. 27.978.178.704,83

c. SILPA Rp. 31.125.284.584,17

d. SAL Akhir Rp. 31.125.284.584,17

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasional Rp. 1.110.139.199.266,76

Beban Operasional Rp. 946.117.194.554,88
c. Surplus (defisit) dari kegiatan

Operasional Rp. 164.022.004.711,88
d. Surplus (defisit) dari kegiatan

(Non Operasional) (Rp. 1.494.774.518,24)
e. Surplus (defisit) sebelum pos

luar biasa Rp. 162.527.230.193,64
f. Surplus/defisit dari pos

luar biasa (Rp. 647.143.000,00)
g. Surplus/defisit-LO Rp. 161.880.087.193,64

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Ekuitas Awal Rp. 3.048.330.225.623,83

Surplus (Defisit )- LO Rp. 161.880.087.193,64

c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan

mendasar Rp. 49,242.386.388,42

d. Ekuitas Akhir Rp. 3.259.452.699.205,89
Pasal 8
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Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e

per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 3.399.436.284.028,89

b. Jumlah kewajiban Rp. 139.983.584.823,00

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 3.259.452.699.205,89
Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per

Januari 2022 Rp. 27.978.178.704,83
b. Arus kas Bersih dari aktivitas

operasi Rp. 325.608.207.617,34
c. Arus kas Bersih dari aktivitas Investasi/Investasi

Non Keuangan (Rp. 427.929.654.438,00)
d. Arus kas Bersih dari aktivitas

pendanaan Rp. 105.468.552.700.00
e. Arus kas Bersih dari aktivitas

Transitoris/Non Anggaran (Rp. 74.642,00)
f. Saldo kas akhir per

31 Desember 2022 Rp. 31.125.209.942,17

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2022 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas

pos-pos laporan Keuangan.

Pasal 11

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

W

Pasal 11

APBD

dirnaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam

Pertanggungjawaban  pelaksanaan sebagaimana
Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran [.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut  urusan pemerintahan
daerah dan organisasi,

Lampiran 1.2 Ringkasan APBD yang

diklasifikasikan menurut kelompok

dan jenis pendapatan, belanja dan

pembiayaan,;

Lampiran 1.3 Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah  menurut urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi,
program, sub kegiatan, kelompok,
dan jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Lampiran 1.4 Rekapitulasi belanja menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan dan sub kegiatan;

Lampiran II . Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

Lampiran III Laporan Operasional;

Lampiran [V Laporan Perubahan Ekuitas;

Lampiran V Neraca;

Lampiran VI Laporan Arus Kas;

Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan,;

Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Lampiran [X Daftar ~ Rekapitulasi  penyisihan
Piutang Tak Tertagih;

m. Lampiran...
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m. Lampiran X

n. Lampiran XI

o. Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

r. Lampiran XV

s. Lampiran XVI
t. Lampiran XVII

u. Lampiran XVIII :

v. Lampiran XIX

w. Lampiran XX

212 -

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir
dan Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pengerjaan,

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar Sub Kegiatan Yang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun
2022 dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

Ihktisar Laporan Keuangan (Neraca)

Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 12

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda

ini.

Pasal 13

Wali Kota Lubuk Linggau menetapkan Perwal tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai

rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD.

BAB...
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BAB III
KETENTTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, '8 o4« 2033

&0 Ko MaLUBUK LINGGAU,

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal,

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 NOMOR :Q€ Tauuw~ 2025

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN: 9 - (5 /202y

8 Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lampiran | - Perda Pertanggungjawaban

Nomaor 8 Tahun 2023
Tanggal = 18 Jull 2023
! PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir sampal dengan 31 Desember 2022 dan 2021
' (dalam rupiah)
Je Rekening Uraian Anggaran 2022 “';::f'.:f" (%) Realisasi 2021
4|PENDAPATAN DAERAH 1.090.512.850.566,00 1.060.499.402.627 54 97,25 955.956.405.192,69
1|PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 130.040.931.172,00 104.399.965.189,33 80.28 128.297.636.758,39
4 .1.1|Pajak Daerah 64 846 946 247 00 50.387.265 416,00 71,70 39 064 581 076,00
4 . 1. 2|Retribusi Daerah 13.098.000.000,00 5.758.970.894,00 4397 5207 620 310,00
5 4. 1. 3|Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.440.000.000,00 2437443 567,98 99,90 223052334423
| 4.1 . 4|Lain-lain PAD yang Sah 49 655 984 885,00 45.816.285.311,35 9227 81794 91202816
‘ . 2|PENDAPATAN TRANSFER 960.471.919.394,00 956.099.437.438,21 99,54 798.265.268.434,30
4.2 . 1|Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 756.789.624.981,00 806 854 254 74300( 10126 689 461 712 478 00
4.2.1.1|Dana Perimbangan 769.048.658.981,00 779.113.288.743,00 10131 665026 737 478 00
.2.1.1, 1|Dana Bagi Hasil (DBH) 189.037.261.981,00 214.461,763.269,00| 11345 107 023,311 835.00
.2.1.1, 2|Dana Alokasi Umum (DAU) 441,802 413.000,00 438,938 564 584,00 99 58 441 802 413.000.00
.2 .1.1.3|Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 42.988.103.000,00 40.545.121.203,00 9432 57.058.049 834,00
.2.1.1. 4|Dana Alokasi Khusus (DAK]) Non Fisik 95.220.881.000,00 84,166,838.687,00 88,39 59.142.962.809,00
4.2.1.2|Dana Insentif Daerah (DID) 27.740.966.000,00 27.740.966.000,00) 100,00 24.434.975.000,00
4.2, 2|Pendapatan Transfer Antar Daerah 163.682.294.413,00 149.245.182.695,21 91,18 108.803.555.956,30
4.2.2.1|Pendapatan Bagi Hasil 86,097.294.413,00 71.809.655.895,21 8341 67.373.158.231,30
4.2.2.2|Bantuan Keuangan 77.585.000.000,00 77.435.526.800,00 99,81 41.430.397.725,00
. 3|LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 0,00 29.393.500.000,00
4.3. 1|Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00
4.3.3 ';‘.f‘.'::::mumiﬁr:‘::““ Katentin 0,00 0,00 29.393.500.000,00
SIBELANJl DAERAH 1.223.959.581.971,00 1.162.020.849.448,20 95,00 948.463.242.185,50
: 1lBELAN.IA OPERASI 785.887.405.718,00 733.970.779.361,20| 9339 616.320.781.044,50
§. 1. 1|Belanja Pegawai 378.388.697.309,00 358.220.809.073,00 94,93 346.392 440.564,00
5.1, 2|Belanja Barang dan Jasa 357.757.835.303,00 325.350.180.851,20 90,54 257.384.866.728,50
5. 1. 3|Belanja Bunga 7.316.384.450,00 7.315.243.513,00f 99,98
§.1. 5|Belanja Hibah 38,945 988.656,00 38.608.945.924,00 99,13 12,486.473.752,00
5. 1. 6|Belanja Banluan Sosial 3.478.500.000,00 3.475.500.000,00 99,91 65.000.000,00
. 2(|BELANJA MODAL 435.128.820.738,00 428.202.927.087,000 9841 131.394.237.141,00
5.2 1|Belanja Modal Tanah 10.650.771.229,00 8.322.213.959,00 7814 0.00
—_—
§.2. 2|Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.943.761.617,00 25.905.888 .ON.DDI 89,50 34,974 246.850,00
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